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BANGGAI - Badan
Ketahanan Pangan (BKP)
Kabupaten Banggai, terpaksa
menggiring dan melimpahkan
lima penunggak dana Lembaga
Usaha Ekonomi Produktif
(LUEP) kepada Kejaksaan
Negeri (Kejari) Luwuk, untuk
mempertanggungjawabkan
tunggakan pengembalian dana
LUEP, yang belum dikem-
balikan kepada Pemerintah
Kabupaten Banggai.

Para penunggak dana LUEP
itu adalah Syarifuddin Dg
Masese sebesar Rp100 juta,
Hui Awak Sanusi sebesar
Rp55 juta, Deni Sanusi Rp50
juta, Santoso Rp100 juta dan

Aminullah Lada Rp50 juta.
Total tunggakan dana LUEP
sejak 2008 hingga 2009,
mencapai Rp355 juta yang
masih mengendap pada lima
penerima dana LUEP tersebut.
Kasubdit Distribusi Pangan,
BKPKabupaten Banggai, Ir Abu
Sopyan Enteding, M.Si, Kamis
(26/1) kemarin, mengatakan,
pihaknya telah berupaya
meminta para penerima dana
LUEP yang menunggak untuk
segera mengembalikan dana
pemerintah yang sifatnya bergulir
untuk diluncurkan kembali.
Tetapi, imbauan dan permin-

taan pemerintah dianggap biasa’

saja, bahkan mereka selalu

mengumbar janji-janji belaka '

untuk mengembalikan dana
LUEP. Namun, hingga jatuh

- pengembalian, mereka tidak

melunasi kewajibannya.
“Kami  juga  masih
memberikan kebijakan waktu
untuk mengembalikah dana
tersebut. Tetapi, mereka juga
tetap tidak mengindahkannya,”

katanya.
BKP Kabupaten Banggai
telah  berupaya untuk

menghubungi dan mendatangi
para penunggak dana LUEP.
Bahkan, ada di antaranya yang
telah didatangi berulang-
ulangi kali, tetapi mereka tidak
memberikan perhatian serius

untuk mengembalikan dana.
Akibatnya, BKP melimpahkan
masalah tunggakan kepada
Kejari Luwuk.

Dikatakan, tunggakan dan
pengembalian dana LUEP
sifatnya utang piutang, dimana
para penerima dana LUEP
memiliki jaminan untuk
mendapatkan dana dari
pemerintah. Jika para penung-
gak dana LUEP tidak mampu
mengembalikan dana pinjaman,
maka jaminannya adalah
seluruh aset yang telah
dijaminkan kepada pemerintah.

“Kalau mereka memang
tidak mampu mengembalikan

dana itu, maka kami akan sita

seluruh aset yang telah
dijaminkan kepada BKP,
sesuai bukti kepemilikan yang
ada di BKP. Tetapi, tunggakan
dana LUEP bisa berubah
menjadi kasus tindak pidana,
kalau aset yang dijaminkan
telah dijual kepada orang lain,”
katanya.

Pelimpahan masalah
tunggakan dana LUEP kepada
pihak Kejari Luwuk mulai
Desember 2011 lalu.
Informasi yang disampaikan
oleh Kejari Luwuk, para
penunggak dana LUEP akan
dipanggil awal Februari
mendatang untuk dimintai
pertanggungjawaban. (rd)










